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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945)  membentuk badan-badan kenegaraan di pemerintahan pusat dan dan daerah. Pasal 18 UUD 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Menurut Pasal 112 ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Menurut pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau disebut UU Pemda bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

UU Pemda mengatur bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urursan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Menurut Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa dalam menjalankan tugas pemerintahan di desa seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. 

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Keberadaan pendamping desa berperan dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan pendampingan desa dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa.

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. 

Melihat begitu besarnya peranan tenaga pendamping desa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa, maka  proses penetapan sampai mekanisme kerja tenaga pendamping dilakukan secara professional dan akuntabel. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul :  "Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam  penyusunan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 ?

Bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa ?

Bagaimana hambatan dan  solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015.
Untuk  mengetahui pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

Untuk  mengetahui hambatan dan  solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam  penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
Secara teoritis memberikan sumbangan  pemikiran dalam   rangka  pengembangan  ilmu  hukum khususnya  tentang kewenangan pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. 
Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

� Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, hlm. 3


�Sandjojo, Menteri Minta Pendamping Desa Bantu Kurangi Kesenjangan", melalui https://nasional.tempo.co, diakses Senin, 01 September 2025 Pukul 11.00 wib.
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